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Abstract

The rapid development of information technology has transformed conventional gambling into internet-
based gambling (online gambling), including the increasingly popular Spaceman game, which is easily
accessed through electronic devices and digital payment systems. This phenomenon poses significant
challenges for law enforcement due to the online nature of the offense, electronic transactions, and the use
of overseas servers. This study aims to analyze the implementation of law enforcement against perpetrators
of Spaceman online gambling based on Decision Number 1542/Pid.B/2024/PN.SBY and to examine the
legal reasoning applied by judges in imposing criminal sanctions. This research employs a normative legal
research method using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials were analyzed
qualitatively through literature studies of legislation, court decisions, and relevant legal references. The
findings indicate that law enforcement has been carried out by applying criminal law provisions supported
by valid electronic evidence. Judicial considerations were based on the fulfillment of the elements of the
offense, the admissibility of evidence, and the aggravating and mitigating circumstances of the defendant.
The study concludes that the existing legal framework provides an adequate basis for combating online
gambling; however, stronger digital forensic capabilities, inter-agency coordination, and supervision of
electronic transactions remain essential.
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Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah bentuk perjudian konvensional menjadi perjudian
berbasis internet (online gambling), salah satunya permainan Spaceman yang semakin mudah diakses
melalui perangkat elektronik dan sistem pembayaran digital. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi
aparat penegak hukum karena tindak pidana dilakukan secara daring, melibatkan transaksi elektronik,
dan sering kali menggunakan server di luar wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap pelaku judi online Spaceman berdasarkan
Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN.SBY, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam
menjatuhkan putusan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara
kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan
literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan melalui
penerapan ketentuan hukum pidana dengan memanfaatkan alat bukti elektronik yang sah.
Pertimbangan hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, alat bukti yang diajukan, serta
keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi
yang berlaku telah memberikan dasar hukum dalam penanggulangan perjudian online, namun
efektivitas penegakan hukum masih memerlukan penguatan kemampuan digital forensik, koordinasi
antarlembaga, dan pengawasan terhadap transaksi elektronik.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Judi Online; Spaceman; Tindak Pidana Siber; Putusan Pengadilan.
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PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan
terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola terjadinya tindak pidana perjudian.
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Perjudian yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini berkembang menjadi
perjudian berbasis internet (online gambling) yang dapat diakses melalui telepon seluler,
komputer, dan berbagai platform digital. Fenomena judi online Spaceman menunjukkan bahwa
kemajuan teknologi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga memunculkan bentuk
kejahatan baru yang sulit dikendalikan. Sistem permainan yang mudah diakses, transaksi
elektronik, serta penggunaan server di luar negeri menyebabkan penegakan hukum
menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan perjudian konvensional.

Indonesia sebagai negara hukum telah melarang segala bentuk perjudian melalui Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban
Perjudian, serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Walaupun demikian, praktik perjudian online terus berkembang karena memanfaatkan
teknologi digital dan celah pengawasan. Putusan Nomor 1542 /Pid.B/2024/PN.SBY menjadi
salah satu perkara yang menarik untuk dikaji karena menggambarkan bagaimana aparat
penegak hukum melakukan pembuktian terhadap tindak pidana perjudian online
menggunakan alat bukti elektronik serta bagaimana hakim memberikan pertimbangan hukum
dalam menjatuhkan putusan. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas kebijakan hukum
pidana terhadap perjudian online dan efektivitas penegakan hukum oleh kepolisian. Penelitian
ini memiliki fokus berbeda karena menganalisis implementasi penegakan hukum dan
pertimbangan hakim melalui studi putusan pengadilan sebagai objek utama penelitian.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penegakan
hukum terhadap pelaku judi online Spaceman berdasarkan Putusan Nomor
1542/Pid.B/2024/PN.SBY serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam
menjatuhkan putusan pidana.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu
penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku dalam
masyarakat. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum,
sistematika hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta penerapan norma
hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Dalam penelitian ini, objek kajian
difokuskan pada norma hukum yang mengatur tindak pidana perjudian online, khususnya
permainan Spaceman, sebagaimana diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor 1542/Pid.B/2024/PN.SBY. Pemilihan penelitian hukum normatif didasarkan pada
karakteristik permasalahan yang tidak memerlukan pengumpulan data lapangan, melainkan
menitikberatkan pada analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan
pengadilan, doktrin hukum, serta berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan penegakan
hukum terhadap tindak pidana perjudian online. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat
diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi hukum positif dalam
penanganan tindak pidana perjudian berbasis elektronik serta kesesuaian penerapan
hukumnya dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan
(statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Ketiga pendekatan tersebut dipilih agar analisis terhadap
permasalahan penelitian dilakukan secara komprehensif dari aspek normatif maupun teoritis.
Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan mengkaji berbagai
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penegakan tindak pidana
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perjudian online, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, serta berbagai ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan tindak
pidana siber. Selanjutnya, pendekatan kasus (case approach) dilakukan melalui analisis
terhadap Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN.SBY sebagai objek utama penelitian. Analisis
dilakukan untuk mengetahui bagaimana aparat penegak hukum menerapkan ketentuan hukum
pidana, bagaimana proses pembuktian dilakukan di persidangan, serta bagaimana
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku perjudian online.
Sementara itu, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan dengan mengkaji
berbagai teori dan konsep hukum yang relevan, seperti teori penegakan hukum, teori
pembuktian, teori pemidanaan, teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori kemanfaatan
hukum. Pendekatan ini digunakan sebagai landasan dalam menganalisis kesesuaian antara
teori hukum dengan praktik penegakan hukum yang tercermin dalam putusan pengadilan.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber
hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian, putusan pengadilan, serta berbagai regulasi
mengenai teknologi informasi dan transaksi elektronik. Bahan hukum primer dalam penelitian
ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974
tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Putusan Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor 1542 /Pid.B/2024/PN.SBY. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai
literatur yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku
hukum pidana, hukum siber (cyber law), artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil
penelitian, tesis, disertasi, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penegakan hukum
terhadap perjudian online. Keberadaan bahan hukum sekunder sangat penting untuk
memperkuat analisis serta memberikan landasan teoritis terhadap permasalahan yang dikaji.
Adapun bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia
hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris hukum, serta berbagai sumber
referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep dan istilah hukum yang
digunakan dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi
kepustakaan (library research). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara
menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, serta mengkaji berbagai bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Seluruh
bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansi
terhadap rumusan masalah penelitian. Selanjutnya dilakukan proses seleksi terhadap sumber-
sumber hukum yang memiliki validitas, kredibilitas, dan kualitas akademik yang baik sehingga
mampu memberikan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Dalam penelitian ini, jurnal ilmiah yang digunakan diutamakan berasal dari jurnal nasional
terakreditasi SINTA maupun jurnal internasional bereputasi yang diterbitkan dalam lima tahun
terakhir guna memperoleh informasi hukum yang mutakhir.
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Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode
deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan
ketentuan hukum positif yang mengatur tindak pidana perjudian online serta menguraikan
fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 1542 /Pid.B/2024/PN.SBY. Sementara itu,
analisis preskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai kesesuaian
penerapan hukum pidana terhadap pelaku perjudian online berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis melalui
proses penafsiran hukum dengan menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis,
dan penafsiran teleologis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna norma
hukum berdasarkan bunyi ketentuan peraturan perundang-undangan. Penafsiran sistematis
dilakukan dengan menghubungkan suatu ketentuan hukum dengan ketentuan hukum lainnya
dalam satu sistem hukum nasional, sedangkan penafsiran teleologis digunakan untuk
memahami tujuan pembentukan suatu norma hukum dalam rangka mewujudkan kepastian
hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun secara
sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai implementasi penegakan
hukum terhadap pelaku judi online Spaceman serta pertimbangan hukum hakim dalam
menjatuhkan putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1542/Pid.B/2024/
PN.SBY.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Gambaran Umum Perkara

Perkara Nomor 1542/Pid.B/2024 /PN.SBY merupakan perkara tindak pidana perjudian
online dengan objek permainan Spaceman yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri
Surabaya. Perkara ini berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas perjudian
berbasis internet yang dilakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan platform
perjudian online. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum,
terdakwa diketahui telah mengakses situs perjudian online menggunakan telepon seluler yang
terhubung dengan jaringan internet. Aktivitas perjudian dilakukan melalui akun yang telah
didaftarkan sebelumnya dan menggunakan rekening bank sebagai sarana transaksi penyetoran
maupun penerimaan dana hasil perjudian. Dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum
berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas perjudian
tersebut. Barang bukti tersebut tidak hanya berupa benda fisik, tetapi juga mencakup berbagai
data elektronik yang menjadi dasar pembuktian dalam persidangan. Keberadaan barang bukti
elektronik menjadi sangat penting mengingat seluruh aktivitas perjudian dilakukan melalui
media digital, sehingga mampu menunjukkan hubungan antara terdakwa dengan aktivitas
perjudian yang didakwakan oleh penuntut umum.

Tabel 1. Barang Bukti yang Digunakan dalam Proses Pembuktian

No Jenis Barang Bukti Keterangan Fungsi dalam Pembuktian

1  Telepon seluler Perangkat yvang Membuktikan akses terhadap situs
digunakan terdakwa perjudian online Spaceman

2 Akun perjudian Akun yang digunakan Mengidentifikasi kepemilikan akun dan
terdakwa aktivitas perjudian

3  Rekening bank Rekening transaksi Membuktikan aliran dana perjudian

4  Riwayat transaksi Bukti transfer dan mutasi Membuktikan aktivitas penyetoran dan
elektronik rekening penarikan dana
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5  Screenshot Dokumentasi  aktivitas Menguatkan fakta bahwa terdakwa
permainan permainan mengikuti perjudian online

6  Keterangan saksi Saksi penyidik dan saksi Memperkuat fakta hukum
lainnya

7  Keterangan Pengakuan di  Menjelaskan kronologi tindak pidana
terdakwa persidangan

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024 /PN.SBY

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa pembuktian dalam perkara ini menggunakan
kombinasi alat bukti konvensional dan alat bukti elektronik. Penggunaan alat bukti elektronik
menjadi karakteristik utama dalam pembuktian tindak pidana perjudian online karena hampir
seluruh aktivitas dilakukan melalui media digital. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan
teknologi informasi telah mengubah pola pembuktian dalam perkara perjudian dibandingkan
dengan perjudian konvensional. Selama proses persidangan, majelis hakim memeriksa seluruh
alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, baik berupa keterangan saksi, keterangan
terdakwa, surat, petunjuk, maupun alat bukti elektronik. Berdasarkan fakta-fakta yang
terungkap di persidangan, diperoleh gambaran bahwa aktivitas perjudian dilakukan secara
sadar oleh terdakwa dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai sarana
melakukan permainan judi secara daring.

Implementasi Penegakan Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana
perjudian online dalam perkara ini dilaksanakan melalui seluruh tahapan sistem peradilan
pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga
dijatuhkannya putusan oleh pengadilan. Seluruh proses tersebut dilaksanakan berdasarkan
ketentuan KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak
pidana perjudian serta penggunaan alat bukti elektronik. Pada tahap penyelidikan, aparat
penegak hukum menerima informasi mengenai adanya aktivitas perjudian online yang
dilakukan melalui platform digital. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan
kegiatan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku, lokasi, perangkat yang digunakan, serta
mekanisme transaksi elektronik yang berkaitan dengan perjudian online. Setelah ditemukan
bukti permulaan yang cukup, penyidik melakukan penyidikan melalui penyitaan perangkat
elektronik, pemeriksaan rekening bank, pelacakan transaksi digital, serta pemeriksaan
terhadap terdakwa dan para saksi. Agar alur penegakan hukum lebih mudah dipahami, tahapan
penanganan perkara dapat digambarkan sebagai berikut.

Bagan 1. Tahapan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Judi Online
Informasi Masyarakat

\J
Penyelidikan

\J
Penyidikan

\J
Penyitaan Barang Bukti
(HP, Rekening, Akun,
Data Elektronik)

v

Penuntutan

v
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Persidangan

\J
Putusan Pengadilan

Sumber: Diolah oleh Penulis

Bagan 1 menunjukkan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara berjenjang
sesuai mekanisme sistem peradilan pidana. Dalam perkara ini, penggunaan teknologi digital
tidak hanya menjadi sarana pelaksanaan tindak pidana, tetapi juga menjadi sumber utama alat
bukti yang digunakan dalam proses pembuktian.

Penerapan Peraturan Perundang-undangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara ini didasarkan pada
penerapan berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian dan
penggunaan teknologi informasi sebagai sarana melakukan tindak pidana. Aparat penegak
hukum menerapkan ketentuan dalam KUHP mengenai perjudian dengan memperhatikan
pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik yang mengakui alat bukti elektronik
sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Penerapan ketentuan tersebut terlihat dari proses
pembuktian yang tidak hanya mengandalkan alat bukti konvensional, tetapi juga
memanfaatkan data elektronik yang diperoleh dari perangkat telepon seluler, riwayat
transaksi digital, akun perjudian, serta dokumen elektronik lainnya.

Tabel 2. Kesesuaian Unsur Tindak Pidana dengan Fakta Persidangan

Unsur Tindak Pidana Fakta Persidangan Status
Setiap orang Terdakwa merupakan subjek hukum Terpenuhi
Melakukan perjudian Mengikuti permainan Spaceman Terpenuhi

Dilakukan dengan sengaja Menggunakan akun pribadi dan rekening bank Terpenuhi
Menggunakan media elektronik Memanfaatkan telepon seluler dan intemet  Terpenuhi

Memperoleh keuntungan Terdapat transaksi elektronik Terpenuhi

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Putusan Nomor 1542 /Pid.B/2024 /PN.SBY

Berdasarkan Tabel 2, seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum
telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hal tersebut
menjadi dasar bagi majelis hakim dalam menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian online.

Temuan Penelitian

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 1542 /Pid.B/2024 /PN.SBY, penelitian ini
menemukan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian online dipengaruhi oleh
beberapa faktor utama, yaitu kualitas alat bukti elektronik, koordinasi antar-aparat penegak
hukum, kemampuan digital forensik, dan dukungan regulasi yang mengakomodasi pembuktian
elektronik. Di sisi lain, penelitian juga menemukan sejumlah hambatan, antara lain penggunaan
server yang berada di luar wilayah Indonesia, pemanfaatan identitas anonim oleh pelaku,
penggunaan rekening pihak ketiga, serta kompleksitas transaksi elektronik. Hambatan-
hambatan tersebut menyebabkan proses pelacakan pelaku dan pembuktian tindak pidana
menjadi lebih sulit dibandingkan dengan tindak pidana perjudian konvensional.
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Tabel 3. Temuan Penelitian
Aspek Hasil Temuan

Faktor Pendukung Alat bukti elektronik yang memadai
Faktor Pendukung Koordinasi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan
Faktor Pendukung Kemampuan digital forensik

Faktor Pendukung Regulasi mengenai alat bukti elektronik

Hambatan Server berada di luar negeri
Hambatan Identitas anonim pelaku
Hambatan Rekening pihak ketiga

Hambatan Kompleksitas transaksi elektronik

Sumber: Hasil Analisis Penulis

Selanjutnya, hubungan antara faktor pendukung dan hambatan dalam penegakan hukum
dapat digambarkan sebagai berikut.

Bagan 2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum

Penegakan Hukum

I Regulasi | I Aparat Hukum | I Alat Bukti I

I Efektivitas Penegakan |

Server Luar Identitas Transaksi
Negeri Anonim Elektronik

Sumber: Hasil Analisis Penulis

Berdasarkan Tabel 3 dan Bagan 2, dapat dipahami bahwa efektivitas penegakan hukum
terhadap tindak pidana perjudian online tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi,
tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam memanfaatkan
teknologi informasi, kualitas alat bukti elektronik, serta koordinasi antarlembaga. Sebaliknya,
perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh pelaku menjadi tantangan utama yang
memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan kerja sama lintas sektor dalam
pemberantasan perjudian online.

Pembahasan
Analisis Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Judi Online Spaceman
Penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online Spaceman sebagaimana tercermin
dalam Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN.SBY menunjukkan bahwa perkembangan
teknologi informasi telah mengubah karakteristik tindak pidana perjudian dari bentuk
konvensional menjadi kejahatan berbasis teknologi (cyber-enabled crime). Perubahan tersebut
tidak hanya memengaruhi modus operandi pelaku, tetapi juga berdampak pada mekanisme
penegakan hukum, khususnya dalam proses penyelidikan, penyidikan, pembuktian, hingga
pemeriksaan di persidangan. Berbeda dengan perjudian konvensional yang umumnya
dilakukan secara langsung, perjudian online memanfaatkan jaringan internet, aplikasi digital,
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rekening perbankan, dompet elektronik, serta sistem pembayaran elektronik yang
memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, anonim, dan lintas wilayah.

Berdasarkan hasil penelitian, aparat penegak hukum telah melaksanakan proses
penegakan hukum sesuai dengan tahapan dalam sistem peradilan pidana, yaitu melalui
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Dalam perkara ini,
keberhasilan pembuktian tidak hanya bergantung pada alat bukti konvensional berupa
keterangan saksi dan keterangan terdakwa, tetapi juga sangat ditentukan oleh keberadaan alat
bukti elektronik, seperti telepon seluler, akun perjudian, riwayat transaksi perbankan, bukti
transfer, tangkapan layar (screenshot), serta data digital lainnya yang berkaitan dengan
aktivitas perjudian online. Penggunaan alat bukti elektronik tersebut menunjukkan bahwa
sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia telah mengalami perkembangan yang
mampu mengakomodasi karakteristik tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik.

Ditinjau dari perspektif teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono
Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor
hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Dalam
perkara ini, faktor hukum telah memberikan dasar normatif yang cukup melalui pengaturan
mengenai tindak pidana perjudian dan pengakuan terhadap alat bukti elektronik. Namun
demikian, efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan
teknis aparat penegak hukum dalam menangani barang bukti digital, perkembangan teknologi
yang sangat cepat, serta kompleksitas sistem perjudian online yang memanfaatkan server di
luar negeri. Selain itu, perkembangan perjudian online juga menunjukkan bahwa pelaku
semakin memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menghindari penegakan hukum, antara lain
melalui penggunaan identitas anonim, rekening pihak ketiga, virtual private network (VPN),
hingga mata uang digital dalam transaksi tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan proses
pelacakan terhadap pelaku menjadi lebih kompleks dibandingkan tindak pidana perjudian
konvensional. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap perjudian online memerlukan
sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pengawas transaksi keuangan, penyedia jasa
internet, serta instansi lain yang memiliki kewenangan dalam pengawasan aktivitas digital.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia telah memberikan
dasar hukum yang memadai dalam penanganan perjudian online, efektivitas implementasinya
masih memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kemampuan
digital forensik, serta pengembangan teknologi investigasi digital agar mampu mengikuti
perkembangan modus operandi kejahatan siber yang semakin kompleks.

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 1542 /Pid.B/2024 /PN.SBY

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN.SBY,
pertimbangan hukum hakim menunjukkan bahwa putusan dijatuhkan berdasarkan
terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.
Dalam mempertimbangkan perkara, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap selama
proses persidangan. Fakta tersebut diperoleh melalui pemeriksaan alat bukti yang saling
berkaitan sehingga membentuk keyakinan hakim mengenai keterlibatan terdakwa dalam
tindak pidana perjudian online. Pembuktian dalam perkara ini memperlihatkan adanya
hubungan yang konsisten antara keterangan saksi, pengakuan terdakwa, alat bukti surat,
petunjuk, serta alat bukti elektronik berupa perangkat telepon seluler, riwayat transaksi
elektronik, dan akun perjudian yang digunakan terdakwa. Kesesuaian antara alat bukti tersebut
memperkuat keyakinan hakim bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila dikaji berdasarkan teori pembuktian menurut
undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijsstelsel), putusan hakim telah
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mencerminkan penerapan sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana
Indonesia, yaitu putusan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa. Dengan demikian,
pertimbangan hukum hakim tidak hanya didasarkan pada jumlah alat bukti, tetapi juga pada
kualitas dan keterkaitan antaralat bukti yang diajukan di persidangan. Dari perspektif teori
tujuan hukum Gustav Radbruch, putusan tersebut juga mencerminkan upaya untuk
menyeimbangkan tiga nilai fundamental hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan
kemanfaatan. Kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan ketentuan pidana secara
konsisten terhadap pelaku perjudian online. Keadilan tercermin dari proses pemeriksaan yang
memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri serta mempertimbangkan
keadaan yang memberatkan maupun meringankan. Sementara itu, aspek kemanfaatan hukum
terlihat dari fungsi putusan sebagai sarana memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus
menjadi bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif perjudian online.
Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak hanya menunjukkan
penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip
hukum pidana yang mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kepentingan
masyarakat, hak-hak terdakwa, serta tujuan pemidanaan dalam sistem hukum nasional.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan berbagai penelitian sebelumnya yang
menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola tindak pidana
perjudian menjadi lebih kompleks sehingga menuntut adanya pembaruan dalam mekanisme
penegakan hukum. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan alat bukti
elektronik, digital forensik, serta kerja sama antarlembaga merupakan faktor yang sangat
menentukan keberhasilan pengungkapan tindak pidana perjudian online. Temuan tersebut
juga terlihat dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, di mana pembuktian sangat
bergantung pada data elektronik yang diperoleh dari perangkat digital dan transaksi keuangan
elektronik. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dibandingkan
penelitian terdahulu. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada analisis
kebijakan hukum pidana, efektivitas regulasi, atau peran aparat penegak hukum dalam
pemberantasan perjudian online secara umum. Penelitian ini secara khusus menganalisis
implementasi  penegakan  hukum  melalui studi terhadap Putusan  Nomor
1542/Pid.B/2024 /PN.SBY, sehingga memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai
proses pembuktian, penerapan hukum, dan pertimbangan hakim dalam praktik peradilan
pidana. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak
hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan aparat
penegak hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, penelitian
ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya
mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dalam praktik peradilan
Indonesia.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan implikasi secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis,
penelitian ini memperkuat perkembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai
penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yang memanfaatkan teknologi
informasi. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa perkembangan kejahatan siber menuntut
penyesuaian terhadap konsep pembuktian, penerapan alat bukti elektronik, serta pendekatan
penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Secara praktis,
penelitian ini menunjukkan bahwa pemberantasan perjudian online tidak dapat hanya
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mengandalkan pendekatan represif melalui pemidanaan terhadap pelaku. Upaya tersebut
harus didukung oleh langkah-langkah preventif berupa peningkatan literasi digital masyarakat,
penguatan sistem pengawasan transaksi elektronik, pemblokiran situs perjudian secara
berkelanjutan, serta peningkatan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga keuangan,
penyelenggara sistem elektronik, dan kementerian atau lembaga terkait. Selain itu,
peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang digital forensik, analisis data elektronik,
dan investigasi siber menjadi kebutuhan yang mendesak agar aparat penegak hukum mampu
mengikuti perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh pelaku perjudian online. Di sisi
lain, kerja sama internasional juga perlu diperkuat mengingat sebagian besar platform
perjudian online beroperasi menggunakan server yang berada di luar yurisdiksi Indonesia.
Dengan adanya kerja sama lintas negara, pertukaran informasi dan penegakan hukum terhadap
kejahatan siber dapat dilakukan secara lebih efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat dipahami bahwa keberhasilan penegakan
hukum terhadap perjudian online memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya
melalui penerapan sanksi pidana, tetapi juga melalui penguatan regulasi, peningkatan
kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyidikan, serta
partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah berkembangnya praktik perjudian online di
Indonesia. Pendekatan yang terintegrasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan
efektivitas penegakan hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal
terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan
bahwa penegakan hukum terhadap pelaku judi online Spaceman dalam Putusan Nomor
1542 /Pid.B/2024/PN.SBY telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan
pidana melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di
persidangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Proses pembuktian dalam perkara
ini menunjukkan bahwa alat bukti elektronik memiliki peran yang sangat penting dalam
membuktikan tindak pidana perjudian online, sehingga penerapan hukum pidana tidak lagi
hanya bertumpu pada alat bukti konvensional, tetapi juga memanfaatkan perkembangan
teknologi informasi sebagai bagian dari sistem pembuktian yang sah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim didasarkan pada
terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, keterkaitan antaralat bukti, serta fakta hukum yang
terungkap selama persidangan. Putusan yang dijatuhkan mencerminkan penerapan prinsip
kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, sehingga tidak hanya memberikan
kepastian terhadap penerapan norma pidana, tetapi juga berfungsi sebagai upaya perlindungan
masyarakat dan pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. Lebih
lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa kerangka hukum positif di Indonesia pada dasarnya
telah menyediakan landasan normatif yang memadai untuk menindak pelaku perjudian online.
Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang
berkaitan dengan perkembangan teknologi digital, penggunaan identitas anonim, transaksi
elektronik yang kompleks, serta karakter kejahatan siber yang bersifat lintas negara. Oleh
karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang digital forensik,
optimalisasi koordinasi antarlembaga, peningkatan pengawasan terhadap transaksi elektronik,
serta pengembangan kerja sama nasional dan internasional agar penegakan hukum terhadap
tindak pidana perjudian online dapat dilakukan secara lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memperkuat kebijakan dan praktik
penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian berbasis teknologi informasi di Indonesia.
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